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ABSTRAK

Engka Reski Amalia, Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat di Desa
PattimpaKecamatan Ponre Kabupaten Bone. (dibimbing @lehJddin B. Sore
S.H., S.IP., M.Sdan Ade Ferry AfrisalS.H., M.S¢.

Kebijakan kabupaten sehat merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk
mengatasi permasalahan kesehatan yang berkembang di masyarakat.
Penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa ternyata belum
mampu mengatasi permasalahan yang admelRian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana kinerja serta hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan
yang dilaksanakan oleh kelompok lallpsa sehat Desa Pattimpa

Dalam menentukan informan, peneliti menggungkamosive sampling
Adapun informan terdiri dari Pengurus Kelompok Kefjeesa Sehat Desa
Pattimpa Tim Verifikasi Kecamatan Sehdtecamatan Ponredan Masyarakat
Desa PattimpaPerelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan
desain penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah pengevaluasian
kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa. Adapun data diperoleh dari hasil
observasi, wawancara, dan juga dari besbdgkumen yang terkait.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukaasil bahwa
penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa belum terlaksana
dengan baik. Kinerja dari pelaksana dalam hal ini pokja desa sehat Desa Pattimpa
belum melaksaakan tugasnya dengan maksimal. Pokja belum mampu merespon
segala aspirasi masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat merasa tidak puas
dengan kinerja pokja. Selain itu pokja juga belum mempunyai pedoman khusus
dalam menyelenggarakan kebijakan tersebditingkat desa, sehingga
mengakibatkan tidak adanya standar yang jelas dalam melaksanakan kebijakan.
Rendahnya tingkat kinerja tersebut berdampak pada hasil evaluasi kebijakan.
Kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan yang nyata pada lingkungan
Desa Paiipa karena pelaksanaan yang belum maksimal khusunya terkait
sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan, maka kinerja dari pelaksana kebijakan harus
ditingkatkan dengan mengedapankan program yéwegasal dari aspirasi
masyarakat serta melaksanakan program tersebut dengan -lsakaya
terkhusus terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada
masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Kabupaten Sehat, Kinerjajaiiasi, Desa Pattimpa
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ABSTRACT

Engka Reski Amalia, Evaluation of Healthy District Policy in Pattimpa
Village, Ponre District, Bone Regency. (supervisedDoyUddin B. Sore S.H.,

S.IP., M.Siand Ade Ferry AfrisalS.H., M.Sg.

Healthy district plicies are policies issued to address health problems
that develop in the community. The implementation of a healthy district policy in
Pattimpa Village has not been able to overcome the existing problems. This study
aims to determine how the performanaed results of the evaluation of the
implementation of policies carried out by the Healthy Village Working Group in
Pattimpa Village.

In determining the informants, the researcher used purposive sampling.
The informants consisted of the Management of tlealtdy Village Working
Group in Pattimpa Village, the Verification Team for the Healthy Subdistrict,
Ponre Subdistrict, and the Pattimpa Village Community. This study uses a type of
evaluation research with a qualitative descriptive research design. ciisediothe
research is to evaluate the health district policy in Pattimpa Village. The data
obtained from observations, interviews, and also from various related documents.

Based on the research conducted, it was found that the implementation of
healthy dstrict policies in Pattimpa Village had not been implemented properly.
The performance of the implementer in this case the healthy village working
group in Pattimpa Village has not carried out its duties optimally. The working
group has not been able tospend to all the aspirations of the community
properly, so that the community is not satisfied with the working group's
performance. In addition, the Working Group does not yet have specific
guidelines for implementing these policies at the village lenssulting in the
absence of clear standards in implementing policies. The low level of performance
has an impact on the results of policy evaluation. The policy has not been able to
produce real changes in the Pattimpa Village environment because the
implementation has not been maximized, especially related to socialization and
guidance to the community. Therefore, to achieve the goals that have been
determined, the performance of policy implementers must be improved by
prioritizing programs originating fra the aspirations of the community and
implementing the program as well as possible, especially related to the
implementation of socialization and guidance to the community.

Keywords:Policy, Healthy District, Performance,v&luation, Pattimpa Village
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang
besar. Berdasarkan data penduduk Indonesia semester | tahun 2020 yang dirilis
oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) jumlah
penduduk Indonesia mencapai 268.583.0id@ per tanggal 30 Juni 2020.

(Nugraheny, 20206ttps://nasional.kompas.cynbDengan melihat besarnya jumlah

penduduk yang ada di Indonesia, maka diperlukan berbagai kebijakan dalam hal
ini kebijakan publik yang dapat mendukung keberlangsungan kehidupan
masyarakat ke arah yang lebih baik. Kebijakan tersebut harus diperuntukan bag
seluruh warga negara, hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Easton(Anggara, 201835 b a h wRablic pdlicy is the autoritative allocation of
values for t h(leebijakdn gpubbk iatalo pengaldkgsan nikalai

secara sah bagi seluruh anggota masyagraké¢ngingat bahwa tujuan dari
Negara Indonesia yang telah disepakati oleh pendiri baffigsading fathers)

yang termaktub dalam Pembukaan Undbimglang Dasar 1945 yaitu bahwa
tujuan negara ialah melindungi, mensejahterahkan, mencerdaskan, serta
menciptalan  perdamaian  bagi rakyat Indonesia(Nuraini, 2020

https://www.merdeka.con

Untuk mendorong terwujudnya tujua terselt diperlukannya
pembangunan dberbagai bidang, baik pembangunan yang berbentuk fisik

ataupun pembangunan non fisik. Salah satu pembangunan yang sangat penting



dilakukan d¢eh negara ialah pembangundn bidang kesehatan. Pembangunan
kesehatan terasuk bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Pembangunan ini memiliki tujuan yaitu untuk mencapai pembangunan jangka
panjang kedua (PJP 1), yaitu mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta
sejahtera lahir dan batin. Sejalan dengan hal terseblf ssah satu ciri dari
bangsa maju yaitu bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi.

(Bappenas, n.dvww.bappenas.go.)d

Berdasarkan hal tersebut maka di keluarkanlah suatu regulasi yang
khusus mengatur mgenai kesehatan, yaitundangUndang Nomor 36 Tahun
2009. Uné@dngundang ini macabut dan menggantikan Undadgdang Nomor
23 Tahun 1992, hal ini karena undamgdang tersebut dianggap sudah tidak
sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan juga kebutuham hddiam
masyarakat kinsusnyadi bidangkesehatan. Dalam UndgUndang Nomor 36
Tahun 2009 pasal 3 terdapat penjelasan mengenai tujuan dari pembangunan
kesehatan yaitu mewujudkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan hidup sehat
untuk setiap orang agar tercapai derajat keselpatda masyarakat yang setinggi
tingginya, sehingga dapat tercipta investasi dalam pembangunan sumber daya
manusia yang produktif baik secara sosial dan juga ekonomis. Berdasarkan dari
bunyi pasal tersebut, pembangundnbidangkesehatan mempunyai hubungan
yang erat dengan pembangunan di bidang lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa
pembangunan di bidang kesehatan merupakatu penunjang pembangunan di

berbagai bidang.



Dalam mewujudkan tujuan negara pada umumnya dan tujuan di bidang
kesehatan pada khususnyentunya dibutuhkan sinergitas dari pemerintah pusat
dan daerahMaka dari itu di keluarkanlah Undatindang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan DaeralRengan adanya undamumdang ini maka
pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur ssrtams urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asas
desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom.
Salah satunya yaitu mengenai urusan di bidang kesehatan yang menjadi urusan
pemerintahan wajilyang pada hakikatnya ialgfelayanan dasarapg diperlukan
oleh masyarakat.

Maka dari itu, Kabupaten Bone yang merupakan daerah otonom yang ada
di Indonesia mengeluarkan Pena@n Daerah Nomor 4 Tahun 201%&nfang
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, peratimamerupakan peraturan lanjutan
dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Meldesghatan Nomor 34
Tahun 2005 &ntang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat. Adanya peraturan
daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa
kabupaten/kota sehat yaitu adanya keadaan kabupaten maupun kota yang bersih,
nyaman, aman, serta sehat yang dicapai dengaarapkan tatanan serta kegiatan
yang telah disepakati baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, maka dibentuklah forum

kabupaten/kota sehat. Untuk di Kabupaten Bone, forum tersebut dinamakan



Forum Kdupaten Bone Sehat (FKBS) pada tingkat kabupaten, Forum
Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) pada tingkat kecamatan, dan Kelompok
Kerja (Pokja) pada tingkat desa/kelurahan. Kinerja forum tersebut didukung
dengan dibentuknya Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehsg partujuan dalam

hal penyelarasan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan arah
pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota sehat ini
terdapat tatanan yang merupakan sasaran dari kegiatan kabupaten sehat yang
didasarkan pada potenserta permasalahan dari setiap keatn yang ada di

setiap kabupaten. Terdapat 9 tatanan kabupaten/kota sehat dan Kabupaten Bone
untuk saat ini telah menjalankan 7 tatanan, antara lain sebagai berikut: 1)
Kawasan permukiman, saa & prasarana sehéfatanan I) 2) Kawasan tertib

lalu lintas dan pelyanan transportasi (Tatanan; |B) Kawasan industri @h
perkantoran sehat (Tatanan;\4) Kawasan pariwida sehat (Tatanan \/1)5)
Ketahaman pangan dan gizi (Tatanan V1) Kehidupan masyarakaehatdan

mandiri (Tatanan VIII) 7) Kehidupan sosial sehat (Tatanan IX)ari tujuh

tatanan tersebut menjadi dasar dari penyusunan program/kegiatan di setiap

kecamatan dan desa/kelurah@abupaten Bone, 2016tps://bone.go.ij

Adapun desa yang ada di Kabupaten Bone yang juga melaksanakan
program/kegiatan sesuai tatanan di atas adalah desa yang berada di Kecamatan
Ponre yaitu Desa Pattimpa. Penyelenggaraan kabupaten sehat di Desa Pattimpa
yang selanjutnya dimaakan dengan desa seldfimulai pada tahun 201®esa
Sehat yaitu penyelenggaran kabupaten sehat pada tingkat desa yang merupakan

suatu upaya untuk menyehatkan kondisi pedesaan yang nyaman, bersih, dan juga



aman serta sehat untuk dihuni warga dengan pdéngapn potensi dari
masyarakat dengan memberdayakan kelompok kerja yang ada pada masyarakat
yang difasilitasi oleh pihak terkait dan disinkronkan dengan perencanaan wilayah
yang ada.Jumlah tatanagang ada pada Desa Pattimyzdtu sebanyak 7 tatanan.

Salah satu tatanan yang saat ini dikembangkan adalah tatanan | (Kawasan
permukiman, sarana & prasarana sehat). Kawasan permukiman, sarana &
prasarana sehat merupakan salah satu tatanan wajib untuk dikembangkan. Tatanan
tersebut bertujuan untuk menyehatkiagkungan fisik agar dapat tercapai derajat
kesehatan yang setinggngginya sesuai dengan tujuan kebijakan kabupaten
sehat. Adapun indikator tatanan tersebut yaitu: 1) Udara bersih; 2) Air sungai
bersih; 3) Penyediaan air besih individu dan umum; 4)g8lelaan sampah; 5)
Perumahan dan permukiman; 6) Pertamanan dan hutan kota; 7) Sekolah; dan 8)
Pengelolaan pasar. Indikator inilah yang menjadi tolak ukur dalam penilaian
terkait penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat pada tatddaménterian

Kesehatan, 2018ttps://kesmas.kemkes.gg.idAdapun program/kegiatan terkait

dengan tatanan | yang dilaksanakan di Desa Pattimpa pada tahw202019
sebanyak 13 program/ketpa. Selanjutnya pokja memiliki tugas dan tanggung
jawab untuk mengembangkan dan memfasilitasi program/kegiatan tersebut sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pattimpa N@hdrhun 2019 @ntang
KelompokKerja (Pokja).

Berdasarkan pengamatan lamgg yang dilakukan oleh peifis,
program/kegiatanpada tatanan | belum maksimal, khususnya terkait dengan

pembinaan rumah sehat tiap dusun dan pelaksanaan jumat bersih. Masih



ditemukan banyak kekurangan pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari
program/kegatan tersebut, masih kurangnya perubahan yang terlihat dari
penyelenggaraan tatanan tersebut di Desa Pattiqygg masih kurang
dilibatkannya masyarakat dalam pelaksanaan program kerja, padahal sangat
diharapkan setiap daerah dapat mengoptimalkan poteassjarakat karena yang
menjadi objek utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Selain itu mayoritas
masyarakat masih kurang paham dan bahkan belum mengetahui apa saja yang
menjadi program/kegiatan Desa Pattimpa dalam menjalankan kebijakan
Kabupaten Sehat, hini menjadi bukti kurangnya sosialisasi pihak terkait dan
kurang maksimalnya gmgimplementasian program/kegiatgang ada. Padahal
dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pattimpa Nomor 20 Tahun 2019 ditetapkan
bahwa kelompok kerja (pokja) yang menyelenggardabijakan kabupaten sehat
pada tingkat desa mempunyai tugas ydifuMencapai program pengembangan
kabupaten sehat tingkat desa berdasarkan tatanan yang dipilih untuk
dikembangkan; 2) Memfasilitasi terbentuknya satuan tugas tingkat
kelurahan/desa; 3) Mdasilitasi penanganan permasalahan kesehatan yang
berkembang di masyarakat; 4) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi
pengembangan kabupaten sehat pada tingkat desa; 5) Melakukan pembinaan,
monitoring, dan evaluasi terhadap pengurus tugas kesehatan; Gpdem@h data

dan informasi dalam rangka pengembangan kabupaten sehat; 7) Memfasilitasi
pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan

kesehatan di wilayah pemerintahan tingkat desa.



Untuk memperkuat pernyataan terkaitisalah tersebumaka penulis
melakukan wawancara pada bulan Januari 2021 dengan informan yang berinisial
NR. Informan tersebutmengatakan bahwanasih kurangnya perubahamang
dirasakan dari penyelenggaralebijakantersebut di Desa Pattimpaelain itu
beliau juga mengatakan bahwa kinerja dari pokja (kelompok kerja) Desa Pattimpa
belum maksimal dalam menjalankan berbagai program/kegyatam ada hal ini
dapat dilihat dari masih kurangnya pemahaman masyarakat serta penerapan
kebijakan yang ®lum maksimal.

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan
penilaian/pengevaluasian terkait penyelenggaraan kebijakan tersebut. Hal ini
bertujuan untuk mengetahui serta membuktikan sejauh mana keberhasilan pokja
dalam menyelenggaradebijakan tersebut pada tingkat desa. Berdasarkan hasil
wawancara paulis pada bulan April 2021 dengan salah satu anggota tim
verifikasi kecamatan sehat yang berinisial R, beliau menjelaskan terkait alur

evaluasi kebijakan kabupaten sehat. Adapun alwaiya sebagai berikut:

1 Tim verifikasi kecamatan sehat 2 Tmm verifikasi kabupaten sehat
melakukan pembinaan dan melakukan pembinaan dan penilaian
penilaian terhadap penyvelenggaran

tethadap penyelenggaraan kebijakan

kebijakan pada tingkat desa tiap pada tingkat kecamatan tiap
semester (6 bulan) semester (6 bulan)
B Tim verifikasi rovinsi dan usat
4 Penerimaan penghargaan 3 p %

melakukan pembinaan dan penilaian
terhadap penyelenggaraan kebijakan
pada tingkat kabupaten

swasti saba (tiap 2 tahun [

Gambar 1.1. Alur Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat
Sumber: R (Tim verifikasi kecamatan sehat)

Pada wawancara tersebut beliau juga mengatakan bahwa selama melakukan

pembinaan dan penilaian terhadap penyelenggaraan kebijakan khususnya pada



tatanan |, terdapat berbagai masalah misalnya, masih kurangnya pencapaian
tujuan dari tiap program/kegiatan. Hai disebabkan karena program/kegiatan
tersebut tidak didksanakan dengan baik, misalngambinaan yang dilakukan
oleh pokja pada rumah sehat tiap dusun tidak dilakukan secara berkelanjutan.
Selain itu menurut beliau laporan yang dibuat oleh pokja tidak sesuai dengan
kondisi riil yang ada di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mpkdu dilakukan penelitian
tentang pengevaluasian kebijakan pemerintah dalam mewujudukan kebijakan

kabupaten sehat di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumusakan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakinerja Pokja (Kelompok Kerja) Desa Sehat dalam
melaksanakan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa
Kecamatan Ponre Kabupaten Bone?

2. Bagaimana hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan kabupaten

sehat di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapai,
karena tujuan adalah target serta tolak ukur dari penelitian yang

dilakukan. Maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui mengenkinerja pokja (kelompok kerja)
desa sehat dalam melaksanakan kebijakan kabupaten sehat di
Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;

2.  Untuk mengetahui hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan
kabupaten sehat di Desa Pattimpa ateatan Ponre
Kabupaten Bone.

1.3.2Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
a. Memberi informasi mengenai kinerja dari organisasi

dalam hal ini kelompok kerja (pokja) desa sehat dalam
menjalankan kebijakakabupaten sehat;

b. Menambah pengetahuan menganai teori tentang
kebijakan sehingga dapat diketahui bagaimana
penyelenggaraan yang baik dari suatu kebijakan.

2. Manfaat secara Praktis
a. Agar kinerja dari organisasi dalam hal ini kelompok

kerja (pokja) dapat lebih ak lagi dalam
menyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat;

b. Agar penyelenggaraan kebijakkabupaten sehat dapat
terselenggara sesuai dengan tujuan kebijakan serta
dapat menyelesaikan berbagai masalah yang

berkembang dimasyarakat.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik yaitu hasil dari suatu interaksi antara para pembuat
kebijakan yang dibuat berdasarkan kejadian dan masalah yang terjadi pada daerah
tertentu.Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan
pengambilan keputusan dimana hal ini diartikan sebagai melanjutkan suatu
tindakan untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan tersebut. Kebijakan
publik harus ditetapkan berdasarkartimbangaspertimbagan, karena kebijakan
publik ini menyagkut mengenai masyarakatrtinya hal ini sangat erat kaitannya
dengan kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan juga prinsip demokrasi.
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik berasal dariahasa Inggris, yaitpublic policy.
Kata policymempunyai beberapa arti. Dalam buku yang di#figgara,
2018ada ahli yang menerjemahkpalicyme nj a d i Akebijakano,
yang menerj emahkan menj adi Akebij ak
ditemukan kesepakatan yang mengatakan bgboliay diterjemahkan
menjadi Okebijakano palitygehihcénklesungdj ak s an a
sangkut pautkan dengan kata kebijakan. Oleh sebalputlic policy
diartikan atau diterjemahkan menjadi kebijakan publMenurut
Nugroho (2004: 17) dalamSore & Sobirin(2017 8) bahwa lebijakan

publik adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana orang hidup
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bersama dan mengikat semua warga negara. Sgdlamggaran akan
diberikan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang
dilakukan, dan instansi yang berwenang memberikan sanksi akan
melakukannya di depan masyarakat.

Menurut Dye (1992) dalarAnggara 2018 35), Public Policy is
whatever the government choose to do or not td (kebijakan publik
ialah apa pun pilihan pemerintah dalam melakukan sesuatu ataupun tidak
melakukan sesuatu). Dye berpendapat bahwa, apapun yang dipilih oleh
pemerintah baik untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu hal
tersebut sudah termasukelijakan yang tentunya memiliki tujuan
tertentu.

Anderson (1970palam Anggara(2018 35) juga mengemukakan
pendapatnya mengenai kebijakan publik, beliau menyatakan bahwa,
APublic policies are those policies
and o f(Kebijgkangubbk ialah kebijan yang dikembangkan oleh
badan dan pejabat pemerintah). Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh
badan dan pejabat pemerintah tentunya adalah kebijakan yang
diperuntukkan bagi masyarakat luas. Hal ini dikuatkan dengan definisi
yang dikemukakan oleh EastdqAnggara, 2018 35 bahwa, i Phlic
policy i1s the autoritative allocatio
(kebijakan publik ialah pengalokasian nifdlai secara sah bagi seluruh

anggota masyarakat).
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Dari berbagai pandangan para ahli tersebut di atas, dapat dikatakan
bahwa kebijakanpublik adalah kebijakan yang diambil oleh badan
pemerintah yang diharapkan dapat memenuhi keinginan publik dalam hal
ini masyarakat yang merupakan kelompok yang akan merasakan
langsung dampak dari kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan.
Kebijakan piblik yang dibuat dan diambil oleh pihak pemerintah
mempunyai tujuan yaitu mengatur kehidupan bersama untuk menggapai
visi dan juga misi yang telah disepakati bersama,rgelpainya pada

gambar berikut ini.

Kebijakan Publik

Masvarakat

Gambar 2.1. Kebijakan Publik
SumberAnggara(2018 37)

Berdasarkan gambar di atas, sangat jelas bahwa kebijakan publik
ialah instrumen atau alat yang dipergunakan dalam mencapai tujuan yang
telah dicitacitakan bersama. Maka dari itu sangat diharapkan bahwa
kebijakan publik yang diambil oleh panaembuat kebijakan dapat

mewujudkan citecita dari masyarakat
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2.1.2 Aspek-aspek Penting dalam Kebijakan Publik

Dalam menafsirkan konteks kebijakan publik, dapat dilihat dari
beragam perspektif yang berbeda, khususnya jika ingin melihat kebijakan
publik secar&onstektual berdasarkan substansinya, misalnya ekonomi,
hukum, administrasi negara/politik, dan lain sebagainya. Secara umum,
jilka membahas mengenai kebijakan publik sebagai konsep ataupun teori
maka perspektif yang mewarnainya akan lebih bersifat polégzl
formal, dan administratif.

1. Kebijakan sebagai Suatu Konsep

Kebijakan sebagai suatu konsep meliputihmelberikut ini:

a. Ketetapan: Dalam kebijakan mengandung berbagai
ketentuan tertentu yang mempunnyai pengaruh yang
mengikat, baik ke dalam ataupueluar dari pembuat
kebijakan.

b. Maksud: kebijakan dibuat dan diambil tentunya
mempunyai tujuattujuan tertentu atau diharapkan
dapat mengatasi masalah yang dihadapi.

c. Keputusan: pilihan yang diambil oleh pembuatan
kebijakan untuk melakukan maupun tidak mealsdn
sesuatu.

d. Merupakan proses pelaksanaan dariialyang telah

disepakati dan ditetapkan.
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2. Kebijakan Publik Merupakan Produk Pemerintah
Dari beberapa definisi yang diutarakan oleh beberapa ahli
terdapat definisi yang berbeti@ada, namun pada hakikatnya
kebijakan mempunyai kesepakatan yang sama bahwa, kebijakan
publik adalah produk/hasil pemerintah (dalam hal ini termasuk di
dalamnya lembaga pemerintahan) yang bertujuan agar memberikan
suatu arahan maupun petunjuk dalam hal pengambilan keputusan
yang behubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan
yang tentunya berkaitan dengan kelangsungan negara maupun
masyarakat didalamnya. Dalam prosesnya, kebijakan publik itu
hendaknya mempunyai sifat yang komprehensif, yaitu harus
memperhatikan haial yang kemungkinan dapat mempengaruhi
ataupun akan dipengaruhinya.
3. Elemenelemen dalam Sistem Kebijakan Publik
Dunn dalamAnggara 2018 46), mengemukakan mengenai
tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik, antara lain
sebagai berikut:
a. Lingkungan  kebijakan pplicy environmen)s
meryakan suatu keadaan ataupun peristiva yang
mel at arbel akangi ti mbul nya S e
kebijakano, yang memengar uhi

pelaku kebijakan serta kebijakan tersebut.
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Kebijakan publik public policie§, merupakan
keputusan dari berbagatiaupun rangkaian pilihan yang
berkaitan satu dengan yang lainnya (termasuk
keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh
lembagalembaga ataupun kantor pemerintah dengan
maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaku kebijakan pplicy stakeholders),meryakan
individu maupun kelompok yang mempengaruhi serta
dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh

pemerintah.

Aspekaspek yang Berkaitan dengan Sistem Kebijakan

Publik

Menurut Burdock (Anggara, 2018 47) ada tiga aspek

kebijakan yang perlu untuk diperhatikan, antara lain yaitu:

a.

Aspek kesejarahan. Perubahan yang terjadi dalam
konteks kebijakan yang mempunyai kesamaan dimana
hal ini pernah dibuat pada masa lalu.

Aspek lingkungan. Aspek lingkungan tentunya akan

selalu mempengaruhi suatu kebijakan publik ketika

kebijakan tersebut dangun serta dilaksanakan.

Aspek kelembagaan. Kebijakan publik tentunya selalu

berkaitan dengan lembaga/institusi.
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Walaupun aspek di atas mempunyai perbedaan dalam hal
konsep, namun dalam hal konstektual ada persamaan perspektif,
yaitu lingkungan, matersubstansi  kebijakan, serta
organisasi/lembaga. Aspek tersebut mempunyai keterkaitan satu
dengan yang lainnya. Dalam hal empiris, lingkungan mempunyai
pengaruh yang kuat dalam tahapan serta dinamika kebijakan
publik. Kebijakan publik yang diambil akan mengatsecara
normatif tahap interaksi yang dilakukan oleh publik dalam
interaksinya dengan pihak lain.
2.1.3 Pendekatan dalam Kebijakan Publik

Memahami pendekatan dalam kebijakan publik sangatlah penting
dikarenakan dapat membantu proses perumusan kebijakanlel@hg
berorientasi pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal ini agar
aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada para pengambil kebijakan
tidak hanya bersifat formalitas, selain itu dengan memahami pendekatan
dalam kebijakan publik maka dapat menerangkeengenai dinamika di
dalam proses pengambilan keputusan. Berikut beberapa teori mengenai
pendekatan dalam kebijakan publik.

1. Teori Sistem

Dalam teori sistem, kebijakan publik dapat dilihat sebagai
tanggapan pemerintah terhadap tuntutan, aspirasi, maupun
dukungan yang disampaikan oleh lingkungan. Lingkungan yang

dimaksud disini bukan hanya masyarakat melainkan juga dalam
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bentuk yang lebih luas lagi (global). East@ygustino, 2020 50)

pada awalnya memperkenalkan teori sistem dengan tujuan untuk
memberikan pemahaman tentang dawna suatu kolektivitas
struktur politik yang memiliki fungsinya masirgasing dan
bekerja untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Adapun sistem
politik yang diperkenalkann Easton (19@8lamAgustino 020Q

50), terdiri dari input (masukan), process (proses), output

(keluaran),feedbacKumpan balik), daenvironmentlingkungan).

_ tingkungan SISTEM
sistem Ekalogi e R POLITIK
Sislem Biclogi A .
ag A S
Sisfern Psikologi . "h-,_h::w_
Sisterm Sosial sl p—— -="e
L * Horweenl | T
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— : C LA, ouripod T
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Sishern Polik L - | “tmmm & A
Infernasional LU e
L e
Sistem Ekologi b |
Intermastonal bl o wrrpan J
. L~ bk
- . Linghungoen
Sisferm Sosial Exfrasocieiol /"r infarmasi 7
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Feedbock Loop (Puforon ooel Umnposn Bokk

Gambar 2.2. Teori Sistem David Easton
SumberAgustino(202051)

Dalam teori sistem ini,input (masukan) berasal dari
lingkungan dan umpan balik berasal dari tuntutdem{ans)dan
juga dukunganguppor). Tuntutan demans)merupakan hal yang
disampaikan oleh seseorang maupun kelompok pada sebuah sistem
politik (aktor paxgambil kebijakan) agar dapat ditindaklanjuti dan
dapat diolah menjadi kebijakan yang dapat memenuhi tuntutan
lingkungan. Sedangkansupport merupakan dukungan dari

lingkungan dalam hal ini masyarakat yang diberikan kepada
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pemerintah jika masyarakat tersemerasa bahwa kebijakan yang
dikeluarkan telah memenuhi tuntutan mereka. Dukungan yang
diberikan ini dapat berupa mematuhi dan juga menjalankan
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, dalam
konteks kebijakan, tuntutardémans)serta dukingan gupport)
merupakan hal yan@gkng berkaitan dan melengkapi.

Proses sistem politik adalah inti dari teori sistem Easton
yang perannya adalah mengolah tuntu@emans)dan juga
dukungan(support)sehingga akan menghasilkantput (keluaran)
dalam h&ini adalah keputusan politik atau kebijakan yang diambil
oleh para pengambil keputusan. Namun harus diperhatikan bahwa
output (keluaran) dapat juga menghasilkan tuntutan baru yang
kemudian juga akan menghasilkan kebijakan baru. Melihat siklus
kebijakan eérsebut dapat dikatakan bahwa aktivitas kebijakan
sesungguhnya akan berjalan temsnerus. Jikapun berakhir,
artinya tuntutan dari masyarakat telah terselesaikan. Lingkungan
(environmentpgerta umpan balikidedbackjuga ialah bagian yang
tak bisa dipisakan dalam teori sistem Easton, karena hal ini
merupakan instrumen serta fungsi penting yang akan menjadi
pelengkap kerja pemerintah agar sistem politik dapat berjalan

dengan baik.
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2. Teori Kelompok Group Theory)

Dalam teori kelompok, kebijakan mempunyanggapan
bahwa perjuangan maupun interaksi dalam kelompok adalah
kenyataan dalam kehidupgolitik. Kelompok pada dasara ialah
orangorang yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan
kelompok lain. Maka dari itu, orammyang yang mempunyai
kepentingan yang sama akan berusaha untuk memenuhi
kepentingannya dengan cara berjuang melawan kelompok yang
memiliki kepentingan yang berbeda agar pemerintah dapat
memformulasikan kebijakan yang akan mendukung kepentingan
mereka. Maka dari itu tidak semua kebijakang dikeluarkan oleh
pemerintah akan berorientasi kepada kepentingan rakyat, namun
bisa saja berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.
Kepentingan kelompok inilah yang akan menyandera kepentingan
rakyat sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak dsdralari
aspirasi rakyat melainkan aspirasi kelompok tertentu.

3.  Teori Elit (Elite Theory)

Dalam pandangan teori elit, kebijakan dianggap sebagai nilai
serta pilihan dari para elit pemerintah. Penjelasan utama dari teori
ini yaitu bahwa kebijakan publik ti#aberasal dari tuntutan dan
kebutuhan rakyat, melainkan diatur dan ditentukan oleh institusi

politik. Dye & Zeigler dalamThe Irony of Democracy (1970)
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dalam Agustino (2020 55-56) meringkas penjelasan mengenai

teori elit sebagai berikut:

a.

Masyarakat dapat dibagi menjadi dckelompok besar,
yaitu kelompok pertama adalah mereka yang memiliki
jumlah sedikit serta memiliki kekuasaan; dan kelompok
kedua adalah mereka yang berjumlah banyak namun
kurang memiliki kekuasaan.

Jumlah orang yang memerintah tidak sama dengan
orang yang dierintah. Hal inilah yang sering disebut
dengan elit. Elit diambil dari masyarakat yang memiliki
tingkat sosiopolitik atau sosioekonomi yang lebih
tinggi dari masyarakat lainnya.

Dalam perpindahan kelompok dari non elit ke
kelompok elit harus tetap dapatmelihara kestabilan
dan juga harus menghindari perubahan yang besar.
Hanya non elit yang telah disepakati oleh elit yang
dapat diizinkan masuk dalam lingkup pemerintah.

Elit membuat kesepakatan yang berdasar pada sistem
nilai tertentu dan akan memelihayan

Kebijakan publik dalam teori elit tidak mencerminkan
kepentingan atau kebutuhan massa/publik, melainkan

lebih mencerminkan kepentingan para elit. Perubahan
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ini lebih dinamakan sebagai penambahan dibanding
perombakan.

f. Elit adalah subjek dan selalu memparuhi massa.

Sebaliknya, massa selalu dipengaruhi oleh elit.

Teori elit adalah teori dalam pembuatan kebijakan yang
provokatif. Sebab kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil dari
olah pikir dan jugauputkerja elit yang mencerminkan kebutuhan
mereka. Dalam konteks ini, teori elit lebih memperhatikan peran
elit dalam pembuatan kebijakan, karena memang pada
kenyataannya (pada sistem politik) orang yang memerintah selalu
lebih sedikit dibanding orang yang dintah. Berdasarkan
penjelasan dari Dahl (1958: 464) dal&gustino(202Q 57) bahwa
teori elit lebih memiliki kegunaan dalam hal analisis dan
menjelaskan tentang pembentukan kebijakan dalam beberapa
sistem politik, khususnya di negara berkembang atau negara
komunis.

4. Teori Prees FungsiongFunctional Process Theory)

Dalam hal pemahaman terhadap analisis kebijakan publik
dapat dilakukan dengan memahami berbagai macam aktivitas
fungsional yang terjadi dalam tahap kebijakan publik itu sendiri.
Lasswell (1956) dalamhgustino(202Q 57) membuatskema yang
melibatkan tujuh kategori analisis fungsional kebijakan publik,

antara lain sebagai berikut:
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Intelegensi, mengumpulkan serta memproses informasi
mengenai kebijakan.

Rekomendasi, membuat dan juga menawarkan berbagai
alternatif kebijakan yang relan dengan masalah yang
ada.

Preskripsi, menyampaikan/mengumumkan dan
menggunakan aturan umum yang dipergunakan oleh
pihak-pihak yang berwenang.

Invokasi, menentukan berbagai perbuatan/perilaku
yang boleh dan (mungkin) akan bertolak belakang
dengan peratan atau hukum.

Aplikasi, mengimplementasikan serta menerapkan
peraturan atau hukum yang sesungguhnya.

Penilaian, mengukur keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan.
Penghentian (termination), menghentikan aturan
hukum atau malnjutkan aturan tersebut dengan

memperbaiki atau mengubah bentuknya.

Selanjutnya, pembuat kebijakan dapat mencari serta

menggunakan informasi yang baru, dalam hahgubah tahap

kebijakan yang asli. Dalam hal ini, pembuatan kebijakan dengan

menggunakanteori proses fungsional lebih sekedar proses

intelektual.
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5. Teori Kelembagaa(institutionalism Theory)

Teori kelembagaan bukan hanya kajian bagi para sarjana
studi kebijakan melainkan juga kajian bagi para ilmuwan ilmu
politik, sebab umumnya kehidupaolitik selalu berhubungan pada
lembaga politik misalnya legislatifeksekutif, pengadilan, serta
partai politik. Secara tradisional, teori keleagaan lebih
mentikberatkan dalam halpenjelasan mengenai lembaga
pemerintah dengaaspek yang lebih formal sertegal. Selain itu
hubungan formal dengan berbagai lembaga lainnya juga menjadi
titik berat pada pendekatan tradisional. Sedangkan pada teori
kelembagaan klasik, lembaga legislatif lebih dipelajari sebagai
lembaga legislasi. Namun dalam perkembangannya, seamgia
bukan hanya pada fungsi kelembagaannya, miaai juga pada
interaksi individi yang terdapat data lembaga tersebut. Jika
merujuk pada teori kelembagaan baik dilihat dari aspek formal
ataupun strukturalnya, maka manfaatnya bagi analisis kebijakan
publik yaitu terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan
kerjasama antara sekumpulan individu yang mana kerja sama
tersebut berlangsung sepanjang waktu. Polagkeryang diatur ini
dapat mempegaruhi proses pengambilan keputusan dan juga isi
dari kebijaka yang dikeluarkan. Kesimpulannya bahwa, struktur,
aturan maupun prosedur yang ada dalam kelembagaan dapat

memberikan dampak yang tentunya sangat berarti pada kebijakan
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dan tentunya hal ini tidak bisa diabaikan dalam proses analisis

kebijakan yang dilakuka

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dalam pandangan alur ataupun siklus kebijakan
merupakan tahap terakhir proses kebijakan. Dari proses evaluasi kebijakan, maka
akan diketahui apakah kebijakan yang telah dikeluarkan mampu mengatasi
masalahyang ada atau bahkan sebaliknya, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi
apakah kebijakan dilanjutkan, perlu perbaikan, ataupun harus dihentikan. Evaluasi
sangatlah diperlukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam
hal ini masyarakat yang nmeakan dampak kebijakan.

2.2.1 Hakikat Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja (2004: 63) dalatnnas Q017 49

mendefinisikan bahwa evalsi kebijakan publik ialah proses dalam

melihat sejauh mana kebijakan dapat membuahkan hasil dengan

membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan kebijakan yang telah

ditentukan. Lester & Stewart (2000: 126) dal&gustino (2020 179

juga mengemukakan pendapatnya mengemaluasi kebijakan publik,

mereka berpendapat bahwa evaluasi kebijakan juga merupakan usaha

dalam menilai efek kebijakan yang ditunjukan berdasar pada kriteria dan

standar yang dibuatladi dapat dikatakan bahwa selain untuk melihat

bagaimana proses danshadari suatu kebijakan, evaluasi kebijakan

publik juga yaitu cara dalam melihat atau mengetahui mengenai proses
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pelaksanaan kebijakan yang dilakukan telah sesuai dengan arahan atau
petunjuk teknigguids lines)ang telah ditentukan.

Jones (1998: 198)athmAgustino 020 181) juga mengutarakan
pendapatnya bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang
memang dirancang untuk menilai manfaat yang diperoleh dari kebijakan
ataupun program yang dikeluark oleh pemerintah yanmencakup
beberapa subub kegiatan, misalnyé) spesifikasi objek, (ii) teknik
pengukuran, (iii) metode analisis, dan juga (iv) rekomendasi yang
dihasilkan. Berdasarkan pandangan Jones tersebut jelas bahwa evaluasi
kebijakan ialah suatu kegiatan yang memang sengaja dilakukan guna
mengetahui hasilati suatu kebijakan. Dari pendapat Jones di atas ada
beberapa subub kegiatan yang harus diketahui. Pertama, spesifikasi
objek. Spesifikasi objek adalah aktivitasng sangat penting dilakukan
di antara kegiatan yang lain dalam pengevaluasian kebijaldrkaB hal
itu adalah aktivitas atau kegiatan pendorong yang didalamnya terdapat
upaya untuk mengidentifikasikan tujuan ataupun kritkrgeria dari
suatu program yang akan dievaluasi. Kedua, teknik pengukuran. Teknik
pengukuran yaitu cara yang digunakatalam menilai program
pemerintah dimulai dari teknik yang sifatnya impresionistis (ké&esan
observatif) sampai dengan teknik yang bersifat ilmiah serta sistematis
dengan berbagai pedoman yang digunakan. Ketiga, metode analisis.
Metode analisis adalah dg@mana penggunaan informasi yang telah

terkumpul untuk melihat hasil akhir (kesimpulan) dari suatu program,
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apakah program berhasil ataupun tidak, dan menghasilkan dampak positif
yang lebih besar dibanding dengan dampak negatifnya atau bahkan
sebaliknya.Keempat, rekomendasi. Rekomendasi merupakan langkah
akhir dari kegiatan evaluasi kebijakan yang berfungsi untuk menentukan
tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dimasa mendatang yang
akan berpedoman pada hasil dari kebijakan sebelumnya.

Maka dari i, evaluasi kebijakan dilakukan agar dapat
menghasilkan hasil yang sebdikiknya melalui cara yang sebaik
mungkin untuk kepentingan publik dalam hal ini masyarakat. Adapun
tujuan dari evaluasi kebijakan yaitu untuk mendapatkan informasi akurat
mengenai kKeerhasilan program serta kelancaran pelaksanaan program
tersebut sehingga nantinya dapat diketahui kelemahan serta kekurangan
dari program tersebut dan juga dapat mengetahui mengenai cara untuk
memperbaikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai
tujuan dari evaluasi kebijakan maka harus pula mengetahui kriteria dari
evaluasi kebijakan. Adapun kriteria pokok dari evaluasi kebijakan yaitu
sejauhmana kebijakan yang dikeluarkan dapat memperoleh keberhasilan
setelah melaksanakan berbagai program vyaetph dilakukan.
Selanjutnya Dunn (1994) dalarAgustino (2020 192 menjelaskan
mengenai kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan yang tersaji

dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

26



Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn

Tipe Kriteria Pertanyaan

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telg
dicapai?

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan ur
mencapai hasil yang diinginkan?

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil y
diinginkan memecahkan masalah?

Pemerataan Apakah biaya manfaat didistribusikat
dengan merata kepada kelomp
kelompok yang berbeda?

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkea
benarbenar berguna atau bernilai?

Sumber:Agustino(202Q 193

1. Efektivitas adalalpencapaian akibat yang diharapkan atau
mencapai tujuan dari tindakan yang telah dilakukan.

2. Efisiensi adalah usaha yang dibutuhkan ketika akan
menghasilkan tingkat efektivitas, yaitu dinilai dari besarnya
biaya/sumber daya yang digunakan dalam mencapaartuj
yang diinginkan.

3.  Kecukupan adalah tingkat efektivitas dari kebijakan yang
dapat memuaskan kebutuhan serta nilai pada masyarakat

4. Pemerataan adalah pendistrubusian kebijakan secara adil
kepada target dari kebijakan.

5. Ketepatan yaitu mempertanyakan apakanan yang telah

ditetapkan tersebut sudah tepat untuk masyarakat yang

menjadi target dari kebijakan.
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2.2.2 Langkah-langkah dalam Evaluasi Kebijakan

Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan dengan meminimalisir
kesalahan beberapa ahli telah mengemukakan pendegraka terkait
langkahlangkah dalam evaluasi kebijakan. Salah sahli tersebut
adalah Suchman dalam Akbar & Mohi (2018 19. Beliau
mengemukakan ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasikan tujan program yang akan dievaluasi.

2. Melakukan analisis terhadap masalah.

3. Mendeskripsikan serta melakukan standarisasi kegiatan.

4.  Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.

5.  Menentukan apakah perubahan yang diamati adalah akibat

dari kegiatan tersebataupun karena penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator dalam menentukan keberadaan suatu

dampak.

Menurut Suchman, dari keenam langkah evaluasi kebijakan
tersebut, mendefinisikan masalah adalah tahapan yang sangat penting
pada proses pengevaluasian kelaifakHal ini disebabkan karena setelah
mendefinisikan masalah dengan jelas maka dapat disusurtupuda:
tujuan dengan jelasMaka dari itu, kegagalan dalam mendefinisikan
suatu masalah sejalan dengan kegagalan menentukan tujuan yang

diinginkan.
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2.2.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dunn (1999:612) dalamAgustino (2020 194 mengemukakan
pendapatnya mengenai pendekatan dalam evaluasi kebijakan. Menurut
beliau ada tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu: (i) evaluasi
semu, (ii) evaluasi formal, dan (iii) evaluasi keputusan teoritis.

Pertama, evaluasi semu atguseudo evaluationyaitu suatu
pendekatan yang menggunakan metode deskriptif yang mana metode ini
berguna dalam hal menemukan inforrAagdbrmasi yang tepat, valid
serta dapat dipercaya tentang hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan
mengenai manfaat ataupun nilai dari hasil kebijakapada individu,
kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Model pendekatan
evaluasi semu memiliki asumsi utama yaitu bahwa ukuran mengenai
manfaat serta nilai adalah hal yang dapat terbukti dengan sendirinya oleh
ukuran masingnasing dari individukelompok, maupun masyarakat.

Kedua, evaluasi formal. Evaluasi formal bertujuan untuk
memperoleh informasi yang valid, cepat, serta dipercaya tentang hasil
hasil kebijakan yang berdasar pada tujuan formal program kebijakan
yang dilakukan secara deskriptiPendekatan evaluasi formal ini
memiliki asumsi utama yaitu bahwa tujuan serta target yang disampaikan
atau diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk manfaat
ataupun nilai dari kebijakan program.

Ketiga, evaluasi keputusan teoritis yang bialsebut dengan

decisiontheoretic evaluatioryaitu pendekatan evaluasi kebijakan yang
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menggunakan metode deskriptif yang berguna dalam menghasilkan
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta valid mengenai hasil
kebijakan yang secara tegas (ekspligang dinilai oleh berbagai macam
pelaku kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan teori pendekatan evaluasi kebijakan yang
dikemukakan oleh Dunn tersebut, selanjutnyegustino (2020)
mengemukakan model evaluasibijakan publik yang dapat digunakan.
Model ini terdiri dari lima kriteria, antara lain: (i) SDA (sumber daya
aparatur), (i) Kelembagaan, (iii) Sarana, prasarana, dan teknologi, (iv)

Finansial, dan (v) Regulasi (pendukung).

‘ Regulasi ‘
] : Sumber Daya
in sVl al i Aparatur
= -
S,

e | il Kebijakan -
1 Publik I[
III. L ry f

N

Sarana,
Prasarana Kelambagaan
dan Teknologi |
—— A y.

S,

Ewvaluasi

Gambar 2.3. Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino
SumberAgustino(202Q 196

Pertama, SDA atasumber daya aparatur. Keberhasilan dari suatu
pelaksanaan kebijakan sangatlah ditentukan oleh kualitas dari sumber
daya aparatur (SDA). Dalam hal ini ketika evaluator ingin melaksanakan

evaluasi, maka pelaksana/aparaturlah yang pertama kali harus dievaluas
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Para pelaksana/aparatur haruslah mengetahui, mengerti, serta memahami
apa yang harus dikerjakannya, diperbuat, dan sebagainya. Jika para
pelaksana/aparatur tidak mengetahui, mengerti, ataupun tidak memahami
tugas serta fungsinya, maka hasil dari evaltidak akan membuahkan
hasil yang baik.

Kedua, Kelembagaan. Menurut Acemoglu & Robinson (2012)
dalam Agustino (2020 197 bahwa keberhasilan suatu negara untuk
berkembang serta maju tidak diakibatkan oleh sumber daya alam yang
dimiliki, canggihnya teknologi, iklim yanghendukung, ataupun hal lain,
melainkan lebih disebabkan oleh kelembagaan yang dikelola oleh elit
politik (dalam hal ini adalah pengambil keputusan). Dari pendapat
tersebut menunjukkan bahwa sinergitas dari suatu kelembagaan
merupakan kunci dari keberhasilauatu kebijakan.

Ketiga, Sarana, prasarana, dan teknologi. Kriteria ketiga ini ialah
salah satu hal yang dapat dipergunakan dalam menilai suatu evaluasi
kebijakan. Penyediaan sarana, prasarana, dan teknologi sangatlah penting
guna mendukung keberhasilsumatu kebijakan. Jika sarana, prasaran, dan
teknologi disediakan dengan sebh#&knya maka akan melancarkan
serta membuat proses pengimplementasian suatu kebijakan dapat
berjalan baik, sehingga akan berdampak positif pula pada hasil evaluasi
kebijakan yag diperoleh.

Keempat, Finansial. Finansial yang lebih dikenal dengan keuangan

adalah salah satu kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan. Suatu
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2.3

kebijakan tanpa didukung oleh finansial yang memadai dapat diyakini
akan mengalami hambatan.

Kelima, Reguadsi (pendukung). Dalam suatu kebijakan kadang pula
diperlukan regulasi pendukung. Hal ini dimaksudkan supaya dapat
dioperasionalkan lebih aplikatif. Pada masa Orde Baru, kebijakan selalu
didukung dengan adanya Juklak (Petunjuk Pelaksana) serta Juknis
(Petunjuk Teknis) yang tujuannya agar mempermudah berbagai pihak
yang menjadi subjek dari kebijakan yang gunanya untuk
mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Maka dari itulah regulasi
(pendukung) juga dijadikan kriteria dalam hal evaluasi kebijakan yang

menilaiberhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Dalam berbagai literatur terdapat perbedaan istilah pemberdayaan
masyarakat, hal ini disebabkan karena terdapat perbpdespektif serta
cara pandang dalam hal politik, ekonomi, sosial dan budaya yang
melingkupinya. Perlu diketahui bahwa tidak ada pengertian tunggal dari
suatu pemberdayaan. Pemahaman pemberdayaan dikipatt sebagai
sebuah proses pengembangan memandirika, menswadayakan,
memperkuat posisi tawanenawar antara lapisan bawah dan atas
terhadap berbagai kekuatan penekan di berbagai bidang serta sektor
kehidupan. Selain itu ada pula yang memahami bahwa pemberdayaan itu

merupakan proses memfasilitasi masyaraeatara bersarrgama yang
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mempunyai tujuan bersama dan secara kolektif akan mengidentifikasi
sasaran, mengumpulkan sumber daya yang akan mengarahkan adanya
suatu aksi yang oleh sebab itu akan memudahkan dalam penyusunan
kembali kekuatan dalam suatu komasit

WHO (World Health Organization)atau organisasi kesehatan
dunia mendefinisikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu
proses dalam membuat orang mampu meningkatkan kontrol yang lebih
besar terhadap keputusan serta tindakan yang dapat memengaruhi
kesehatan mereka, dengan tujuan yaitu untuk menggerakkan individu
serta kelompok yang rentan dengan memperkuat kemampuan serta
keterampilan dasar hidup mereka serta meningkatkan pengaruh mereka
dalam hal yang mendasari kondisi sosial serta ekonomi (NuthE208
dalam Sulaeman, 2016102. Lebih lanjut Departemen Kesehatan dan
Unicef, 1999 mendefinisikan mengenai pemberdayaan kesehatan di
bidang kesehatan sebagai segala upaya fasilitasi yang berifat non
instruktif agar secara mandiri dapat mengidentifikasi masalah yang ada,
melakukan perencanaan serta @enigilan keputusan untuk melakukan
penyelesaian masalah dengan baik dan benar yang memanfaatkan serta
menggerakkan sumber daya, potensi dan juga saranagmgdengan
ataupun tanpa bantuan dari pihak lain. Maka dari itu, pengertian dari
pemberdayaan masyaed di bidang kesehatamengandungoerbagai
aspek, yaitu: upayéeffort), optimalisasi, potensi masyarakat, menggali

potensi masyarakat, kemitragoartnership), peningkatan, pertumbuhan
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(growth), pembangunan(development),pengembangan sumber daya
manusia (kader), regulasi, kemandirian, dan keberlanjutan
(sustainability).
2.3.2Arah dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang

Kesehatan

Arah serta tujuan pemberdayaan masyarakat bertujuan pada
pengembangan aparat dan juga pemberdayaan rakyat. Pemberdayaan
aparat mempunyai tujuan agar para aparat lebih mampu, responsif, serta
akomodatif dalam hal pelayanan kepada publik, sedangkan
pemberdagan rakyat mempunyai tujuan agar rakyat jauh lebih mampu,
proaktif, serta aspiratif dalam hal keikutsertaannya pada pembangunan
dan pemerintahan. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah
memperkuat kekuasaan dari masyarakat, khususnya kelekefmkpok
lemah yang mempunyai ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal
(pandangan masyarakat sendiri) maupun dari kondisi eksternal (adanya
penindasan dari struktur sosial yang tidak adil). Oleh karena itu,
pemberdayaan masyarakat tidaklah cukup denganyahapada
peningkatan pendapatan serta peningkatan derajat kesehatan, melainkan
juga harus diperlukan adanya advokasi hukum dan kebijakan, bahkan
juga dibutuhkan pendidikan politik agar mampu menyuarakan hak politik
dari rakyat sehingga memperoleh legitimdsiri birokrasi, pemangku
kepentingan, dan juga tokoh masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa,

tujuan yang sebenarnya dari pemberdayaan masyarakat yaitu
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memberikan bantuan kepada penerima manfaat baik individu maupun
kelompok agar mempunyai kemampuan dalg@ngambilan keputusan
serta menentukan tindakan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan
diri mereka sendiri, termasuk dalam hal ini mengurangi berbagai
hambatan pribadi serta hambatan sosial dalam pengambilan
keputusan/tindakan tersebut.

Pemberdayaan mygerakat yang nmapunyai ciriciri demokratisasi
kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam hal kreativitas, kesetaraan,
hak untuk merencanakan, hak untuk mengelola aset lokal, hak
mengawasi jalannya pemerintahan, serta hak untuk menikmati hasil dari
pembagungan merupakan tujuan dari gerakan pemberdayaan
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberdayaan masyarakat
tidak hanya terbatas pada pemberdayaan pada bidang ekonomi dalam
rangka menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan berbagai
kegiatan eknomi yang berguna untuk meningkatkan pendapatan. Akan
tetapi pemberdayaan masyarakat itu mempunyai jangkauan yang jauh
lebih luas lagi.

Adapun tujuan dari pemberdayaan di bidang kesehatan vyaitu
peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatajatder
kesehatan dari masyarakat yang setwtiggginya. Pada tahun 1948,
World Health OrganizatiofWHO) telah meyepakati bahwa mengenai
derajat kesehatan yang setingggginya ialah suatu hak yang mendasar

bagi setiap orang tanpa memandang perbedagouapdebih lanjut,
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pada tahun 1978 WHO Heath bohAll byetmed e k1 ar a

y ear s yarOonenghimbau kepada seluruh anggota WM@Orld
Health Organizationlagar melakukan langkah dalam hal pembangunan
di bidang kesehatan, sehingga tercipta pgkatan dalam hal derajat
kesehatan pada setiap orang. Tujuan program dari pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan terdiri atas tujuan umum dan juga tujuan
khusus. Tujuan umum adalah meningkatnya kemandirian dari
masyarakat serta keluarga dalam halekesan sehingga diharapkan
masyarakat mampu memberikan kontribusinya dalam peningkatan
derajat kesehatan. Adapun tujuan khusus yaitu: (a) meningkatkan
pengetahuan masyarakat dalam hal kesehatan, (b) meningkatkan
kemampuan dari masyarakat dalam hal pemeldra serta peningkatan
derajat kesehatan masyarakat itu sendiri, (c) meningkatkan pemanfaatan
dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, dan juga (d)
terwujudnya pelembagaan dalam hal upaya kesehatan masyarakat di

lapangan.

2.4 Kebijakan Kabupaten Sehat

Dalam beberapa tahun belakangan ini telah terjadi beberapa perubahan
yang signifikan baik dalam sistem nasional maupun dalam sistem global.
Perubahan yang terjadi tersebut tentunya berdampak pada reformasi di bidang
pembangunan, termasuk di dbhhg kesehatan. Dalam terjadinya
perubahan/reformasi tersebut, terdapat polarisasi pendekatan yang harus dijaga

keseimbangannya, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi goncangan dalam sistem
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yang ada di bidang kesehatan. Polarisasi/pergeseran paradigmaaati@ngan
tersebut ialah perubahan paradigma dari sakit ke sehat. Paradigma sehat ialah pola
pikir, cara pandang, ataupun model dari pembangunan di bidang kesehatan yang
melihat masalah dari berbagai aspek dan juga saling berkaitan satu sama lain.
Upayapada pembangunan kesehatan lebih diarahkan pada pemulihan dan juga
pemeliharan kesehatan (bukan hanya penyembuhan pada orang sakit). Dilihat
secara makro, paradigma sehat merupakan pembangunan di semua sektor yang
tentunya harus diperhatikan dampak yangmtiulkan pada bidang kesehatan,
minimal dapat memberikan sumbangsihnya terhadap pengembangan lingkungan
serta perilaku sehat. Adapun secara mikro, paradigma sehat merupakan
pembangunan di bidang kesehatan yang harus ditekankan pada upaya promotif
serta peventif, tanpa harus mengesampingkan upaya kuratif serta rehabilitatif.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Indonesia telah mengeluarkan program
yaitu program Indonesia sehat. Program Indonesia Sehat ini adalah salah satu
program dari nawa cita, untuk peagkatan kualitas hidup manusia Indonesia.
Adapun sasarannya yaitu meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi
masyarakat dengan upaya kesehatan serta pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan yang didukung oleh perlindungan dalam hal finansiapsenerataan
dalam hal pelayanafTaher & et.all, 20161-2).

Di tingkat daerah, diadakan program kabupaten sehat, yang tentunya
sejalan dengan program Indonesia sehat. Kabupaten sehat ialah suatu keadaan
kabupaten yang bersih, nyaman, aman, serta sehat untuk dihuni oleh penduduk,

yang dicapai dari penerapan beberggtanan dan juga kegiatan yang terintegrasi
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serta telah disepakati oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Pelaksanaan
tatanan serta kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi serta potensi
yang dimiliki setiap daerah. Penyelenggaraan kabopsgbat ini ialah kegiatan

yang dilakukan dalam hal mewujudkan kabupaten sehat dengan cara
memberdayakan masyarakat melalui forum yang telah difasilitasi oleh pemerintah
kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan program kerja yang telah
ditentukan berdasikan pada tatanan yang ada pada kabupaten tersebut. Dari
dilaksanakannya berbagai progrpnogram yang terkait dengan kabupaten sehat

ini, serta terbentuknya forum yang ada dalam masyarakat, diharapkan mampu
terjalin kerjasama baik dari masyarakat, pemahimdaerah, maupun pihak swasta,

juga diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat dan juga kebijakan
pemerintah dengan seimbang serta berkelanjutan dalam mewujudkan
pembangunan yang lebih baik lagi.

Salah satu kabupaten yang melaksanakan kebijakhnpaten sehat
adalah Kabupeten Bone. Kagtaten Bone telah mengeluarkBeraturanDaerah
Nomor 4 Tahun 2017Tentang PenyelenggaraarKabupatenSehat. Peraturan
daerah ini marpakan peraturan lanjutan d&eraturanBersama Menteri Daha
Negeri dan MenterKesehatarNomor 34Tahun 2005TentangPenyelenggaraan
Kabupaten/KotaSehat. Adapun tujuan dari penyelenggaraabukaten sehat
berdasarkan padeeraturanDaerahNomor 4 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 3
yaitu untuk peningkatan kesadaran, kemauan, sertankpuan hidup masyarakat
sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang setingginya dengan

melaksanakan program kesehatan serta pada sektor lain yang berwawasan
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kesehatan yang dapat diinvestasikan pada pembangunan sumber daya manusia
yang produktif seara sosial serta ekonomis. Penyelenggaraan kabupaten sehat
dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan yang gunanya untuk
pemberdayaan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal
mewujudkan kabupaten sehat. Kabupaten sehat dilakaanoleh Forum
Kabupaten Bone Sehati tingkat kabupaten, Forum Komunikakiecamatan

Sehat di tingkat kecamatan, dakelompok kerja atau pokja pada tingkat
kelurahan/desa. Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan kabupaten sehat ini
maka dibentuklah timpembina kabupaten sehat yang bertugas untuk (1)
merumuskan serta menetapkan kebijakan, pembinaan, serta standar penilaian
indikator program kabupaten sehat; (2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
program dan kegiatan dengan forum kabupaten ataupcamieean dan juga
kelompok kerja secara berkelanjutan; (3) melakukan pembinaan secara berjenjang
kepada kecamatan dan juga desa/kelurahan yang menyelenggarakan program
kabupaten sehat agar tercapai standar optimal di Kabupaten Bone sesuai dengan
tatanan yag menjadi prioritas; (4) melakukan monitoring dan juga evaluasi pada
pelaksanaan kabupaten sehat secara berkala dan berkelanjutan.

Adapun program kerja disinergikan dengan program pemerintah daerah
yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SRRigram kerja ini
didasarkan pula pada tatanan yang telah ditentukan. Adapun yang dimaksud
dengan tatanan yaitu sasaran dari kabupaten sehat yang disesuaikan dengan
potensi serta permasalahan pada masiaging kecamatan. Untuk sumber

pendanaan dalam pgelenggaraan kabupaten sehat yaitu berasal dari anggaran
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pendapatan dan belanja daerah untuk tim pembina kabupaten sehat serta untuk
forum baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, sedangkan untuk operasional
pokja desa sehat berasal dari anggaran peratapdén belanja desa, dan

operasional pokja kelurahan berasal dari bantuan keuangan kelurahan ataupun dari

sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

2.5 Konsep Kinerja Organisasi

Kinerja adalah terjemahan dari kgiarformanceyang selalu diartikan
sebagai peampilan dadm hal kerja ataupun prestagtada sistem kinerja
tradisional, kinerja selalu dikaitkan dengan faktor pada individu atau personal,
namun pada kenyataannya, kinerja sering dikaitkan dengan faktor lainnya,
misalnya sistem, situasi, kepemimpinataupun tim/kelompok. Proses dalam
penilaian kinerja individu selanjutnya diperluas dengan menilai kinerja tim atau
kelompok.

Menurut Whittaker (Moeheriono, 2012 72) mengatakan bahwa
peningkatan suatu kinerja adalah suatu instrumen yang digunakan dalam
peningkaan kualitas dalam hal pengambilan keputusan, akuntabilitas, serta untuk
melihat pencapaian tuam dan sasaran yang diinginkakdapun elemen kunci
dari pengukuran kinerja yaitu (1) perencanaan dan juga penetapan tujuan; (2)
pengembangan ukuran yang relevéB) pelaporan formal atas hasil, dan (4)
penggunaan informasi. Sedangkan manfaat dari pengukuran kinerja terhadap
organisasi publik yaitu sebagai berikut:

1. Membantu pemimpin dalam hal penentuan tingkat pencapaian

tujuan;
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4.

5.

Memberikanfeedbackatau umparbalik kepada pengelola serta
pembuat kebijakan dalam proses evaluasi serta perumusan tindak
lanjut;

Menjadi alat komunikasi bagi pimpinan, karyawan, organisasi, dan
pihak lain yang terlibat;

Menggerakkan organisasi ke arah yang positif;

Mengidentifikasi kalitas dari pelayanan organisasi.

Kinerja organisasi publik mempunyai ukuran yang berimstia di mata

stakeholders Dalam melihat ukuran kinerja, banyak birokrasi yang melihat

ukuran tersebut dari pencapaian target, namun masyarakat melihat dari kualitas

layanan yang diterima. Menurtoeheriono(2012) ada tiga konsep yang dapat

dipergunakan dalam pengukuran kinerja organisasi publik, antara lain sebagai

berikut:

Responsivitas (responsiveness), merupakan penggambaran
kemampuan dari organisasi publik dalam hal melaksananisi

serta tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsibilitagresponsibility),adalah penyelenggaraan kegiatan,
program, ataupun kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan
prinsip administrasi yang benar dan telah sesuai dengan kebijakan
baik secara implisit ataupun eksplisit.

Akuntabilitas (accountability), adalah harapan dari masyarakat
kepada kebijakan serta kegiatan dari organisasi publik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu, kelompok,
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maupun institusi dalam memenuhi tanggungwagl yang
merupakan amahnya. Akuntabilitas dapat diukur dari:
kepemimpinan, transparansi, keadilan, kepercayaan, kejelasan,

serta konsistensi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penunjang dari penelitian yang akan dilakukan
oleh penulis.Penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang
mempunyai kaitan dengan tema yang akan diteliti. Hal ini dianggap penting
karena dengan adanya peninjauan mengenai penelitian terdahulu maka penulis
dapat mengetahui perbedaan dan juga pel@ardari penelitian terdahulu dan

penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

NAMA
RUMUSAN HASIL
NO | PENELITI & JUDUL
TAHUN MASALAH PENELITIAN

1 Andi Annisa| Implementasi 1. Bagaimana Dapat disimpulkar]
Varawanda Kebijakan penyelenggarag bahwa pelaksanag
(2020) Kabupaten n Kabupater program kabupate
Sehat di Sehat dif sehat di Kecamata
Kecamatan Kecamatan Kahu dilihat dari tujuh
Kahu Kahu tatanan yang
Kabupaten Kabupaten dilaksanakan olel
Bone Bone? kelompok kerja dar
2. Bagaimana OPD terkait ternyats
pembinaan belum berjalan
penyelenggarag sebagaimana mestiny
n dan| Bentuk kegiatan yan
penyelenggarag dilakukan oleh
n Kabupaterl pemerintah dalamhal
Sehat di| ini  kelompok kerja
Kecamatan desa sehat vyan
Kahu melibatkan masyaraka
Kabupaten ternyata kurang

Bone? berpartisipatif.

(Varawanda 2020)
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Hasmiah (2018)| Implementasi 1. Apakah Kebijakan Tim
Kebijakan implementasi | Forum Kabupater
Tentang Tim Kebijakan Sehat belum
Forum tentang Tim| dilaksanakan  sesu
Kabupaten Forum dengan isi kebgkan,
Sehat di Kabupaten dimana kegiatan da
Kabupaten Sehat sesuail pelaporan belun
Nunukan dengan isi berjalan dengan bail

kebijakan di| dan perencanag
Kabupaten kegiatan Tim Forunm
Nunukan? Kabupaten Sehat ¢
Faktorfaktor masingmasing
apa yang wilayah di Kabupater
mendukung dar Nunukan belum daps
menghambat | berjalan dengan lanca
Implementasi | mengakibatkan tujua
Kebijakan kabupaten sehat tidg
Tentang  Tim| terpenuhi.
Forum Fakta  pendukung
Kabupaten yaitu: (1) Tersediany
Sehat dil sumber daya manus
Kabupaten yang berasal da
Nunukan? berbagai golongan dag
tingkat pendidikan dar
berbagai jenjang; (2
Adanya pedomar
umum dalam
pelaksanaan kegiatg
forum kabupaten seha
(3) Adanya dukungai
dana pemerintah.
Faktor yang
menghambat yaitu: (1
Kurangnya
pelaksanaan
sosialisasi; (2) Belun
tersedianya kanto
Sekretariat tingka
kecamatan maupu
Desa/kelurahan; 3
Belum fokusnya
pembinaan; (4) Masi
sulitnya untuk meruba
perilaku  masyaraka
(Hasmiah 2018)

Amilah Sugirah| Peran . Bagaimana Pemerintah haru

(2019) Penyelenggal peran lebih mengerti
a Pemdntah penyelenggara | mengenai  kesehats
Daerah pemerintah lingkungan itu sendiri
dalam daerah dalan harus mengeirt
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Mewujudkan mewujudkan mengenai cara da
Lingkungan lingkungan juga pelaksanaa
Sehat sehat di Desg kegiatan, serts
Berdasarkan Kawerang disesuaikan denga
Peraturan Kabupaten keadaan dari wilayal
Daerah Bone ? Perlu adanya dukungg
Kabupaten . Bagaimana dari lingkungan fisik
Bone nomor upaya maupun non fisik sert
4 Tahun penyelenggara | harus pula adany
2017 tentang pemerintah peran yang aktif daf
Penyelenggal daerah dalan masyarakat, swast
aan mewujudkan serta pemerinta
Kabupaten lingkungan setempat yang teran,
Sehat (Stud| sehat di Desq terpadu dar]
di Desa Kawerang berkesinambungan.
Kawerang Kabupaten (Sugirah 2019)
Kabupaten Bone ?

Bone)

Sumber: Hasil Olah Data (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pdis mengambil tiga contoh
penelitian terdahulu yang fokus penelitiaannya mengenai implementasi kebijakan
serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan. Perbedaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat pada
fokus serta rumusan masalah penelitian. Adapun persamaannya terletak pada tema

yang dibahas, yaitu mengenai kebijakan kabupaten sehat.

2.7 Kerangka KonsepPenelitian

Kerangka konsep penelitiamerupakan penjelas dari konsep yang
terdapat pada asumsi teoritis, yang kemudian hal ini dipergunakan dalam
mengistilahkan unsur yang ada dalam objek yang akan diteliti dan juga
menunjukkan hubungan antara konsep ters@gtartdani and Et.all 2020 erkait

dengan evaluasi kebijakan yang menjadi fokus pada penelitian yang akan

dilakukan, maka disini penulis menggunakan konsep kinerja dari organisasi yang
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melaksanakan kebijakan dalam hal ini pokja (kelompok kerja) Desa Pattimpa
serta evaluasi penyelenggaraan kebijakan yang dilakukan. Dua konsep ini
dianggap penting oleh penulis dikarenakan kinerja dari organisasi pelaksana
kebijakan sangat mempengaruhi hagari suatu evaluasi kebijakan, hal ini
dikemukakan olefAgustino 02Q 196). Adapun teori kinerja orgarasi yang
digunakan oleh penis dalam mengukur kinerja pokja ialah teori yang
dikemukakan oleiMoeheriono(2012) yang mempunyai tiga indikator, yaitu: 1)
Responsivitas; 2) Respongitas; 3) Akuntabilitas. Selanjutnya mengenai
penyelenggaraan kebijakan akan dievaluasi dengan menggunakan teori yang
dikemukakan oleh Dunn (1994) dalafgustino 020) Adapun indikatornya

yaitu: 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Ketepatan.
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Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehatdi Desa Pattimpa
Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Kinerja organisasi Evaluasi penyelenggaraan kebijaka
1. Responsivitas . Efektivitas;
(Responsiveness) . Efisiensi;
2. Responsibilitas . Kecukupan;
(responsibility) . Pemerataan;
3. Akuntabilitas . Ketepatan.
(accountability)

Moeheriono (2012: 16263) Dunn dalam Agustino (2020:193)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat y:
setinggitingginya.

Gambar 24. Kerangka Konsep Penelitian
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkanudul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa
Pattimpa, Kecamatan Ponre, i{gpaten Bone. Lokasi ini dipilitkarenaDesa
Pattimpaadalahsalah satu desa yang juga melaksanakanmakan mengenai
kabupaten sehat dan masih ditemukan berbagai masalah baik dalam hal

pelaksanaan serta mengenai pencapaian tujuan dari kebijakan.

3.2 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Deskripsi fokuspenelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan pada
masalah penelitian agar tidak bias serta membatasi penelitian agar dapat memilih
mana data yang relevan dan tidak relevan. Maka dari itu penelitian ini difokuskan
pada pengevaluasian kebijakan kabupateratsdh Desa Pattimpa, Kecamatan
Ponre, Kabupaten Bone dan difokuskan pada tatanan | vyaitu kawasan
permukiman, sarana, dan prasarana. Adapun penjabaran indikatornya sebagai
berikut:

1. Kinerja organisasi publik mempunyai ukuran yang berkesta di
matastakehdders Dalam melihat ukuran kinerja, banyak birokrasi
yang melihat ukuran tersebut dari pencapaian target, namun
masyarakat melihat dari kualitas layanan yang diterima. Ménur
Moeheriono 2012) ada tiga konge yang dapat digunakan dalam

mengukur kinerja organisasi publik, antara lain sebagai berikut:
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Responsivitas(responsiveness)merupakan penggambaran

kemampuan dari organisasi publik dalam hal menjalankan

misi serta tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyaraka

Adapun indikator responsivitas antara lain sebagai berikut:

1) Sikap aparat birokrasi dalam merespon pengaduan
masyarakat;

2) Penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai
referensi bagi perbaikan penyelenggaraan kebijakan;

3) Tindakan aparat birokrasi untuk meenixan kepuasan
kepada masyarakat.

Responsibilitagresponsibility),adalah pelaksanaan kegiatan,

program, ataupun kebijakan yang dilakukan sesuai dengan

prinsip administrasi yang benar dan telah sesuai dengan

kebijakan baik secara implisit ataupun ekspli\dapun

indikator responsibilitas antara lain sebagai berikut:

1) Kejelasan tanggung jawab dan wewenang;

2) Adanya komitmen untuk melaksanakan tanggung
jawab dan wewenang;

3) Adanya kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya
manusia);

4) Adanya kebijakan pengelolaanudangan;

5) Adanya kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana;

6) Adanya kebijakan mengenai metode kerja.
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c. Akuntabilitas (accountability), adalah harapan dari
masyarakat kepada kebijakan serta kegiatan dari organisasi
publik. Akuntabilitas merupakan kewajiban danidividu,
kelompok, maupun institusi dalam memenuhi tanggung
jawab yang merupakan amanhnya. Adapun indikator
akuntabilitas antara lain sebagai berikut:

1) Transparansi;
2) Keadilan;

3) Kepercayaan;
4)  Konsistensi.

Dalam mengetahui hasil dari penyelenggaran kebijaksaka

dilakukan evaluasi mengenai penyelenggaraan kebijakan. Evaluasi

kebijakan  merupakan proses untuk melihat apakah
penyelenggaraan  kebijakan membuahkan hasil dengan
membandingkan hasil yang didapatkan dengan tujuan dari
kebijakan tersebut. Adapun indikat evaluasi penyelenggaraan
kebijakan menurut Dunn (1994) dalaxgustino(2020) antara lain
sebagai berikut:

a. Efektivitas: adalah pencapaian akibat yang diharapkan atau
mencapai tujuan dari tindakan yang telah dilakukan. Adapun
indikator efektivitas antara lain sebagai berikut :

1) Pemahaman masyarakat;

2) Tercapainya tujuan;
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3) Perubahan nyata.

Efisiensi: adalah usaha yang dibutuhkan ketika akan

menghasilkan tingkat efektivitas, yaitu dinilai dari besarnya

biaya/sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan

yang diinginkan. Adapunindikator efisiensi antara lain

sebagai berikut:

1) Output;

2) Input.

Kecukupan adalahtingkat efektivitasdari kebijakan yang

dapat memuaskan kebutuhan serta nilai pada masyarakat.

Adapun indikator dari kecukupan antara lain sebagai berikut:

1) Pencapaian tujuamemuaskan kebutuhan masyarakat;

2) Pencapaian tujuan memuaskan nilai pada masyarakat.

Pemerataan adalah pendistribusian kebijakan secara adil

kepada target dari kebijakan. Adapun indikator peraarat

antara lain sebagai berikut

1) Pemerataan pelayanan;

2) Pemeataan kesempatan ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan kebijakan;

3) Pemerataan penyebaran pembangunan.

Ketepatan: yaitu mempertanyakapakah tujuan yang telah

ditetapkan tersebut sudah tepat untuk masyarakat yang
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menjadi target dari kebijakarAdapun indikator ketepatan
antara lain sebagai berikut:

1) Tepat kebijakan;

2) Tepat pelaksanaan;

3) Tepattarget;

4) Tepat lingkungan.

3.3 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian evaluasi yaitu penelitian yang bertujuan
untuk memberikan masukan ataupumendukung pengambilan keputosa
Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap proses
berlangsungnya sebuah sistem sehingga dap&ukida perbaikan pada sistem
tersebu(Sangadji & Sopiah, 201Q9).

Adapun desain penelitian ialapenelitian deskriptif kualitatif, yaitu
penelitian yang berusaha menggambarkan serta menafsirkan objek apa adanya
berdasarkan pada situasi wajaatral setting) (Idrus, 2009 23). Tujuannya
yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta serta
karakteristikobjek dengan teliti serta tepéCreswell, 2004: 24 dala®angadji &
Sopiah, 2010 24). Desain penelitianini dieksplorasi serta diperdalam dari

kejadian ssial ataupun lingkungan sos(&atori & Komariah, Q11 22).

3.4 Sumber Data Penelitian
Sumberdata dalam penelitian yaitu gek awal data diperoleh. Sumber

data penelitian adalah faktor penting dalam penentuan metode dari penelitian yang
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akan dilakukan(Sangadji & Sopiah, 2010169. Adapun sumber data dalam
penelitian ini adalah:

3.4.1Data Primer

Data primer yaitu sumbedata yang didapatkan langsung dari
sumber asli (tanpa adanya perantara). Sumber data primer ini didapatkan
oleh peneliti yang gunanya untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian
(Sangadji & Sopiah, 2010171). Dalam mendapatkan data primer,
peneliti akan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi
dari berbagai informan yang memiliki data daformasi mengenai judul
yang akan diteliti.
3.4.2 Data Sekunder

Walaupun sumber data sekunder atau sumber data kedua diartikan
sebagai sumber di luar kata serta tindakan, namun data sekuirjdkrs
tidak boleh diabaikanMoleong, 2007 159. Data sekunder disini
merupakan pelengkagerta pendukundari data primer yang dapatkan
oleh peneliti dengaretjun langsing ke lokasi penelitian. Adapun data
sekunder pada penelitian ini didapatkan:dari

1. Dokumen dari instansi terkait;

2. Jurnal/buku;

3. Dokumentasi;

4, Internet.
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3.5 Informan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian sangat berkaitan dengan
langkah yang akan ditempuh oleh peneliti agar dapat menemukan data ataupun
informasi yang dibutuhkar(Bungin, 2011: 107)Dalam penelitian ini, peneliti
menggunankan purposive sampling dalam menentukan informan dalam
penelitian. Purposive samplingyaitu penentuan informan yang lebih tahu,
memiliki data serta informasi yang lebih akurat mengenai penelitian yang akan
dilakukan sehingga akan mempermudah penlditika menjelajahi olek ataupn
situasi sosial yang diteli{iSugiyono, 2010: 219)Adapun yang menjadi informan
dalam penelitian ini, yaitu:
1. Pengurus pokja, yang terdiri dari:
a. Ketua;
b.  Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Penaggungawab tatanan |
2. Tim verifikasi kecamatan sehat, yang terdiri dari:
a. Ketua;
b.  Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Penanggung jawab tatatan I.

3. Masyarakat.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu langkah yang sangat stategis pada penelitian, hal
ini disebabkan karena tujuan dari penelitian yaitu memperoleh data yang akurat
dan terbaru yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pengumpulan
data dapat dilakukan dalanerdbagaisetting berbagai sumber, serta berbagai cara.
Adapun sumber data yang digunakan yaitu melalui obsgrwawancara, dan
dokumentas{Sugiyono, 2010224225).

3.6.1Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan

melakukan pengamatan pada objek penelitian agar mendapatkan data

yang merupakan fakta tentang keadaan serta kenyataan yang ada pada

lapangan. Marshal (1995) dala®ugiyono (2016 309 menyatakan

bahwa melalui observasi, peneliti akan belajar mengenai perilaku dan

juga makna dari perilaku tersebut.

3.6.2Wawancara

Wawancara ataunterview ialah teknik pengumpulan data yang

selalu digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam melakutiedknik

wawancara berarti peneliti akan melakukan interaksi komunikasi dengan

informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif digunakan wawancara

yang bersifat mendalam, hal ini disebabkan karena untuk menhgelssp

informasi secara holistiserta jelas dari informan penelitian. Wawancara

mendalam yaitu proses memperoleh informasi dalam hal kepentingan
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penelitian yang dilakukan dengan berdialog antara peneliti dengan
informan yaitu pemberi informaésatori and Komariah 2011)
3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dokumen dapat berbentuk
tulisan, gambar, ataupun karynonumental seseorang. Hasil penelitian
tentunya akan menjadi semakin kredibel jika didukung oleh dokumentasi
berupa foto ataupun karya tulis akademik yang telah ada. Namun harus
dicermati bahwa tidak semua dokumen mempunyakat kredibilitas

yang tingyi (Sugiyono, 2010240).

3.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kerap kali hanya ditekankan terhadap
uji validitas serta uji relibilitasValiditas yaitu derajat dari ketepatan antara data
yang ada pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.
Sedangkan reliabilitas berhubungan dengan derajat dari konsistensi serta stabilitas
dari data yang didapatkan. Dalam penelitiaralikitaf, data ataupun temuan
dikatakan valid jika tidak ditemukan hal yang berbeda dari data yang dilaporkan
peneliti dengan apa yang ada pada objek yang diteliti. Selanjutnya harus diketahui
bahwa kebenaran dari realitas data menurut penelitian kifialitktk bersifat
tunggal melainkan jamak serta tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk
dalam diri seorang sebagai hasil dari mental tiap individu dengan berbagai latar

belakang yang berbeda. Penelitian kualitatif dinyatakan absah jika memiliki
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credibility (validitas internal) transferability (validitas eksternal)dependability
(reliabilitas), darconfirmability (obyektivitas)(Sugiyono, 2016361-363).
3.7.1 Credibility
Uji credibility atau uji keterpercayaan merupakan pengukuran dari
kebenaran suatu data yang telah dikumpulkan, dalaeragibility atau
uji keterpercayaan menggambarkan kecocokan antara konsep dari
penelti dengan hasil yang didapatké®atori & Komariah, 2011165
1. Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti akan datang lagi ke
lapangan, melalkan pengamatan dan wawancara dengan sumber
data yang pernah diwawancarai ataupun dengan sumber data yang
baru. Namun sebaiknya difokuskan pada data yang telah diperoleh,
yaitu mengecek apakah data tersebut sudah benar atau sebaliknya.
Jika data yang dipel®eh sudah benar maka perpanjangan
pengamatan dapat #tairi (Sugiyono, 2016366-367).
2. Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan yaitu mengadakg®engamatan
dengan lelln cermat serta berkelanjutaergan meningkatkan
ketekunan akan diperoleh data yang lebih paserta uruta
peristiwva dapat direkam dengan pasti serta sistematis. Dalam
meningkatkan ketelwan dapat dilakukan dengamembaca
berbagai buku, hasil penelitiaserta dokumeryang mempunyai

keterkaitan dengan objekang diteliti, sehingga akan mebuat

56



pengetahuardari peneliti menjadi luas serta tajam yadgpat
digunakanuntuk menguji benar atau tidaknya data yang ditemukan
(Sugiyono, 2016368).
3. Triangulasi
Triangulasi yaitu pengecekan data darblagai sumber, cara,
serta waktu (Wiliam Wiersma, 1986 dalé@ngiyono, 2016369.
Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data,
serta triangulasi waktu.
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber yaitu pengujian kredibilitas data
yang dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh
dengan berbagai sumber. Data yang telah diperoleh
selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti sehingga akan
menghasilkan kesimpulan dan akan dimintakasepakatan
(member checkjlenganbersumber pada tiga sumber data
(Sugiyono, 2016370).
b.  Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilitas data
dengan pengecekan data kepada sumber yang sama tetapi
dengan teknik berbeda. Misalnya data akan dicek melalui
wawancara, observasi, serta dokumentasi. Bila dalam
pengecekan data melalui tiga teknik tergemenghasilkan

data yang berbeda, maka peneliti mengadakan diskusi dengan
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sumber data yang bersangkutan ataupun dengan sumber data
relevan lainnya, guna memastikan mana data yang benar,
atau mungkin saja semua data benar, karena diakibaldan
sudut padang yang berbed&ugiyono, 2016371).
c.  Triangulasi Waktu

Hal lain yang selalu mempengaruhi kredibilitas data
adalah waktu. Maka dari itu untuk menguji kredibilitas dari
data yang didapatkan, maka dilakukan pengecekan melalui
berbagai teknik dengan waktu maupun keadaan yang
berbeda. Jika hasil dari pengujian diperoleh data yang
berbeda maka akan dilaksanakan pengecekan berulang
sampai ditemukannya kepasatian d&tagiyono, 2016371).
Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatibertujuan untuk menemukan data yang

berbeda ataupun bertentangan dengan data yang ditemukan oleh

peneliti. Namun jika tidak ditemukan data yang berbeda maka data

yang diperoleh sudah dapat dipercaya. Jika hal sebaliknya terjadi,

maka kemunkinan peneliti akan merubah temuannya serta harus

melakukan pencarian mendalam mengenai perbedaan data yang

ditemukan(Sugiyono, 2016372).

Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi ialah pendukung yang bertujuan untuk

membuktikan data yang didapatkan oleh peneliti. Misalnya dalam
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melakukan wawancara diperlukan suatu bukti berupa rekaman dan

juga foto yang dapat menkiung kredilditas dari data yang

ditemukan(Sugiyono, 2016372).

6. MengadakaMMember Check

Member checkyaitu sebuah proses yang dilakukan dalam

mengecek data yang didapatkan oleh peneliti kepada pemberi data.

Adapun yang menjadi tujuamember checkyaitu agar peneliti

mengetahui seberapa jauh data yang didapatkan sesuai dengan apa

yang diberikan oleh pemberi d4fugiyono, 2016372.
3.7.2 Transferability

Transferabilityialah validitas eksternal dalam penelitiamalitatif.
Validitas eksternal memberikan petunjuk mengenai derajat dari ketetapan
ataupun dalam pengertian lain yaitu dapat diterapkannya hasil dari
penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini
berhubungan dengan pertanyaampai dimana hasil penelitian yang
diperoleh dapat diterapkan dalam keadaan lainnya. Maka dari itu, hasil
penelitian haruslah memberikan uraian yang terperinci, jelas, sistematis,
serta dapat dipercay8ugiyono, 2016373.
3.7.3 Depenabilty

Pada penelitian kualitatifjepenabilitydisebut sebagai reliabilitas.
Reliabel berarti bahwa jika orang lain dapat mengulangi serta mereplikasi
proses dari penelitian. Dalam hal penelitian kualitatif dgpenability

dilakukan dengan cara melaksanakandit terhadap seluruhrgses
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3.8

penelitian. Hal ini dilakukan karena terkadang peneliti tidak
melaksanakan proses penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, tapi
dapat memberikan data. Jika tidak melakukan penelitian tapi terdapat
data, maka penelitiaretsebut dianggap tidak reliable atdependable
(Sugiyono, 2016374).
3.7.4 Confirmability

Confirmability dalam penelitian kualitatif adalah uji obyektivitas
dari penelitian.Confirmability dalam penelitian kualitatif mempunyai
kesamaan dengan ujidependability, maka pengujiannya dapat
dilaksanakan secaraetsamaan. Ujiconfirmability berarti melakukan
pengujian hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta dikaitkan
dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian adalah fungsi dari
proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar dar

uji confirmability (Sugiyono, 2016374).

Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (1989: 103) dala®alim & Syahrum Z012 145

mengatakan bahwa analisis data ialah sebuah tahap pengorganisasian serta

mengurutkan data ke dalam pola, kategerita satuan uraian dasar hingga dapat

ditemukan tema serta dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja yang telah di

sarankan oleh data. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian

ini

adalah analisis kualitatif yang digunakan oleh peneliti gyamana

menggunakan analisis data moddiles & Huberman 2007) Analisis data

menurutMiles & Huberman 2007)yaitu proses penyusunan ataupun pengelolaan
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data agar dapat ditafsirkan dengan lebih lanjut. Adapatisén data menurut
Miles & Huberman(2007)terdiri dari: (1) pengumpulan data (2) reduksi data; (3)
penyajian data; dan (4) kesimpulan/verifikasi.
3.8.1 Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui hasil observasi, wawancara,
dan dari berbagai dokumen yang sesuai dengan masalah penelitian. Pada
saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan artalisesdap
jawaban dari informan yang diwawancarai. Jika jawaban yang
didapatkan setelah dilakukan proses analisis belum memuaskan, maka
peneliti akan melakukan wawancara kembali dengan informan hingga
diperoleh data yang kredibgugiyono, 2010246).
3.8.2Reduksi Data
Menurut Riyanto (2003) dalanMardani & Et.all (202Q 165),
mengutarakan bahwa reduksi datajtly data yang diperoleh haruslah
dirampingkan, dipilih mana yang penting, diabstraksikan, serta
disederhanakan. Maka dari itu dalam reduksi data terdapat pirosgs
in dan living out. Maksudnya data yang dipilih adaldiving in,
sedangkan data yanglak dipilih adalaliving out. Dalam hal mereduksi
data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang telah ditentukan dan yang
ingin dicapai.
3.8.3Penyajian Data(Data Display)
Penyajian data ialah kumpulan informasi yang disusun dan

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan
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tindakan (Miles dan Huberman, 1984 dal&alim & Syahrum, 2012
149-150). Dalam hal penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan
dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar katefjowcard dan
sejenisnya. Semua data dirancang kedddamk yang terpadsehingga
peneliti dengan mudah akan mengetahui apa yang terjadi untuk menarik
kesimpulan.
3.8.4 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah membuat kesimpulan dan
memverifikasinya. Hasil awal hanya bersifat sementara, dan
kemungkinan akan berubah jika tidak ada bukti signifikan yang
ditemukan selama pengumpulan data berikuti§agrena masalah dan
rumusan masalah masih bersifat sementara, kesimpulan penelitian
kualitatif mungkin dapat atau tidak dapat menjawab rumusanlahasa
yang dirunuskan sejak awakerta akan berkembang ketika peneliti
melakukan penelitian secara langsufigdardani and Et.all 2020)
Sedangkan proses verifikasi merupakpaninjauan ulang terhadap
catatan lapangan, jadi dapat dikatakan bahwa setiap makna yang
ditemukan akan diuji kebenarannya, kekokohannya, serta kecocokannya,

hal inilah yang dinamakan proses verifikgisalim and Syahrum 2012)
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4.1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom yang terletak di
Provinsi Sulawesbelatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone.
Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Bone bahwa jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah
801.775 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 4.559,0G Kan rasrata
tingkat kepadatan penduduk adalah 162 jiw&/k®ecara administrasi
pemerintahan wilayah Kabupaten Bone terbagi atas 27 kecamatan yang
terdiri dari 333 desa dan 39 kelurahan. Salah satu kecamatan yang ada di
Kabupaten Bone yaitu Kecamatan PonrecdfeatanPonre memiliki
luas wilayah sebesar 2,93% dari luas wilayah Kabupaten Bone dengan
jumlah penduduk sebanyak 13.780,00 jiwa. Adapun jumlah desa yang

ada di Kecamatan Ponre yaitu sebanyak 9 desa dan terdiri dari 50 dusun.

Gambar 4.1. Peta Kecamatan Ponre
SumberBadan Pusat Statistik, 20{6onekab.bps.go.)d
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